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ABSTRAK

Kejahatan tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh pelaku, salah satunya tindak pidana korupsi Korupsi merupakan kejahatan
yang merugikan negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
digolongkan sebagai kejahatan luar biasa pengusutan jenis tindak pidana ini
termasuk sulit dikarenakan modus operandi yang dilakukan terorganisir. Dasar
tulah muncul istilah saksi pelaku (justice collabolator), sebagai saksi yang
bekerjasama dengan aparat penegak hukum mengusut suatu tindak pidana yang
sama. Tujuan penelitian i adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum
dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada justice collabolator dalam
memberikan informasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian
hukum normatif, dengan pengumpulan data berdasarkan penelitian pustaka (library
research) yang didukung oleh data primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil
penelitian, terdapat beberapa pengaturan hukum diantaranya Undang-Undang NO.
31 tahun 2014 dan SEMA No. 4 tahun 2011 serta bentuk perlindungan yang
diberikan oleh lembaga penegak hukum berupa perlindungan fisik dan psikis.
Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian i adalah pengaturan hukum justice
collabolator belum jelas landasan hukumnya karena berpotensi multi tafsir pada
saat penerapan dilapangan serta bentuk perlindungan yang diberikan dan dijanjikan
undang-undang oleh penegak hukum belum maksimal.

Kata Kunci: Hukum, Kejahatan, Perlindungan, Pidana, Saksi.



ABSTRACT

Criminal acts criminal acts are criminal acts against the law committed by
perpetrators, one of which is corruption. Corruption is a crime that is detrimental
to the state with the intention of benefiting oneself or others, classified as an
extraordinary crime. Investigation of this type of crime is difficult because of the
modus operandi that was committed. That is the basis for the term perpetrator
witness (justice collaborator), as a witness who cooperates with law enforcement
officials to investigate the same crime. The purpose of this study is to find out how
the legal arrangements and forms of protection are given to justice collaborators
in providing information. The research method used is normative legal research
method, with data collection based on library research supported by primary,
secondary and tertiary data. Based on the research results, there are several legal
arvangements including Law NO. 31 of 2014 and SEMA No. 4 of 2011 and forms
of protection provided by law enforcement agencies in the form of physical and
psychological protection. The conclusion drawn from the results of this study is that
the legal basis for justice collaborators is unclear because of the potential for
multiple interpretations when applied in the field and the form of protection
provided and promises of law enforcers has not been maximized.

Keywords: Corruption, Crime, Law, Protection, Witness.
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